BAB IV

PENUTUP

Pengawasan dalam pengembalian dana pemberdayaan ekonomi masyarakat
merupakan suatu proses yang diukur untuk meyakinkan apakah suatu rencana
berjalan secara efektif sesuai dengan yang telah ditetapkan, dan mengambil
perbaikan ketika terjadi penyimpangan. Pengawasan yang efektif melekat pada
proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi. Untuk itu, yang akan dilakukan
secara terus menerus dan berhasil, guna oleh pimpinan unit atau organisasi kerja
terhadap semua fungsi komponen, agar berfungsi secara maksimal dalam
melaksanakan tugas pokok yang terarah pada pencapaian tujuan yang telah
dirumuskan sebelumnya. Sehingga dalam proses pengembalian dana
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat itu berjalan dengan baik dan terarah sesuai

dengan prosedur yang ada.

A. Kesimpulan
Berdasarkan data diatas dapat ditarik kesimpulan dari pengawasan
pengembalian dana pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kantor Kelurahan
Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dapat dinilai dari empat indikator
yaitu Akurat, Tepat waktu, Preskriptif dan Operasional, dan Fleksibel.
1. Akurat Dalam Pengembalian dana PEM
Informasi atas suatu sistem pengawasan pengembalian dana pemberdayaan

ekonomi masyarakat harus akurat agar dalam pengelolaan dana bisa berjalan
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dengan baik, karena ketidakakuratan data dan informasi dalam sistem
pengawasan maka mengakibatkan kemacetan.

2. Ketepatan waktu dalam pengembalian dana PEM
Ketepatan waktu dalam pengembalian dana PEM di Kelurahan Oesapa
sangat diperlukan informasi harus dihimpun, diarahkan, dan segera
dievaluasi guna menghasilkan perbaikan.

3. Preskriptif dan Operasional dalam pengembalian dana PEM
Informasi harus sampai dalam bentuk yang dapat digunakan ketika tiba pada
pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan. Untuk
mengatasi kemacetan tersebut maka diperlukan kerja sama organisasi antar
pimpinan guna untuk cepat mengambil keputusan dalam proses pemantauan,
pemeriksaan, dan evaluasi untuk memperbaiki kemacetan dalam
pengembalian dana PEM.

4. Fleksibel dalam pengembalian dana PEM
Setiap Organisasi Pengawasan di tingkat pemerintahan dan di tingkat
Kelurahan harus mengandung sifat fleksibel sedemikian rupa sehingga dapat
memperbaiki penyimpangan yang telah terjadi dalam pengembalian dana
pemberdayaan ekonomi masyarakat(PEM).

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kota Kupang dan Pihak LPM pengelola dana PEM

diharapkan untuk meningkatkan tingkat infromasi mengenai dana PEM

kepada masyarakat sehingga bisa memperbaiki kemacetan dalam
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pengembalian dana Pemberdayaan ekonomi masyarakat (PEM) di Kelurahan
Oesapa.

. Kepada Pemerintah Kota Kupang dan Pihak LPM pengelola dana PEM
diharapkan untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi tepat
waktu untuk mengatasi kemacetana dalam pengembalian dana pemberdayaan
ekonomi masyarakat di Kelurahan Oesapa.

. Kepada Pihak LPM dan pengelola dana PEM di Kelurahan Oesapa
diharapkan untuk memperhatikan prosedur atau aturan yang ada agar dana

PEM vyang digulirkan kepada masyarakat bisa tepat sasaran.
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